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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan  Setiap
Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaanan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasara
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 5);



13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

nall

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang
dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya
disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah
dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum  Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati,
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.



BAB Il
PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di

Daerah tidak menjadi bagian dalam perhitungan :

a. belanja wajib Pemerintah Daerah; dan

b. penundaaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kelurahan dalam APBD
paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa,
ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk setiap kelurahan.

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.

(4) Rincian Alokasi Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2) Pemindahanbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan
menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU
Tambahan bantuan Pendanaaan Kelurahan.

(3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap,
dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni
2020; dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September
2020.

(4) Penyaluran DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50%
(ima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

(5) Penyaluran  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan
jumlah Kelurahan.

Pasal 4

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :



a.

(1)

(2)

(1)

(2)

tahap I berupa :

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang
memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;

2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab
penuh terhadap penggunaan anggaran kelurahan dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati mengenai perubahan
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

3. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahaan Setiap Kelurahan;

4. salinan kegiatan kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah
mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan Bupati
mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan

5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran
2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.

tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap

1 yang menunjukan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di

RKUD.

Pasal 5

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jendral Perimbangan
Keuangan, dengan ketentuan:

a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan

b. tahap Il paling lambat tanggal 18 September 2020.

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan
anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan
c.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret
2021.

Pasal 6

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib
menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan
ketentuan:

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan
yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali
untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan;
dan

b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan
yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali
untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada
Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak

disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyelesaian

kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Lurah mengenai Sisa Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

BABV
. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

STEMPEL FARAF KOORDINAS]
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEDA

KABUPATEN LUWU TIMUR ~ Ditetapkan di Malili
- TELAH DIFERi#SA ?fﬂf’ . padatanggal 23 Juli 2020
SEKDA 1 BUPATI LUWU TIMUR,
ASISTEN
o KABAN 9
KABID i qowse MUHAMMAD THORIG HUSLER
KASUBAG / KASUBID A

Diundangkan di Malili

pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
- /-_-__o

T T~

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 20



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN KELURAHAN

URAIAN

APBD DAU TAMBAHAN TOTAL
KELURAHAN
MALILI Rp825.770.400,00 | Rp366.000.000,00 |Rp1.191.770.400,00
KELURAHAN . ” —
TOMONI Rp832.563.821,00 | Rp366.000.000, Rpl.198.563.821,00
KELURAHAN 829.862.000,00 | Rp366.000.000,00 |R 62.000,00
MAGANI Rp829.862.000, p366.000.000, p1.195.862.000,
JUMLAH

Rp2.488.196.221,00 | Rp1.098.000.000,00 | Rp3.586.196.221,00
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